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AIM/ OBJ ECTIVE Sistem aplikasi seperti ini menimbulkan ketidaktransparansi usulan g::::;gif?:.:il;a! :::::seinvusunan Renbut SDM Kesehatan CONCLUSIONS
rencana kebutuhan, sehingga terjadi perbedaan usulan pengadaan e ,

SDMK di tingkat pusat dengan usulan dari fasilitas kesehatan(4), .
yang berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan SDMK di
daerah. Perbedaan usulan SDMK antara tingkat pusat dan fasilitas
kesehatan terjadi di seluruh Indonesia karena sistem aplikasinya

Kebutuhan SDMK di fasilitas pelayanan kesehatan sulit terpenuhi jika aplikasi
penyusunan renbut SDMK belum berbasis transparansi. Kementerian
| LA kesehatan perlu memperbaharui Permenkes nomor 33 tahun 2015 khususnya
Menetapkan kebijakan Renbut - Merekapitulasi hasil perhitungan Renbut | pada pasal 1 mengenai pedoman penyusunan kebutuhan SDMK dan lampiran

Saat in1 masih banyak fasilitas kesehatan yang kekurangan tenaga
kesehatan(1) sehingga tenaga kesehatan bekerja rangkap jabatan(2)
dan bekerja tidak sesuai keahliannya(3). Salah satu penyebabnya
adalah karena penempatan SDM Kesehatan yang tidak sesuai

o berlaku secara nasional. Kondisi ini menunjukkan pentingnya SDMK Nasional Provinsi(a
. B gregat) . . .
dengan usulan rencana kebutuhan(4). AphkaSl Renbut  SDMK embaharuan sistem penvusunan renbut Sosialisasidan advokasi - Mengevaluasi hasil rekap Renbut SDMK p edoman penyusunan renbut, p erlu menambahkan poin penj elasan mengenal
p peny . kebijakan Renbut SDMK 0 % Provinsi |

digunakan untuk menghitung rencana kebutuhan SDM kesehatan, hak akses dari setiap pengelola aplikasi renbut pada setiap tingkatan yang ada,

Berkonsultasi dengan Provinsi mengenai

agar dapat mengetahui apakah di suatu fasilitas kesehatan sudah A e dari instansi terendah sampai ke tingkat pusat, untuk dapat memantau,
. . . e rovisi, ab/Kkota dan stius asKes . . . .
tersedia SDM kesehatan sesuai kebutuhan atau belum(5). Jika | Pendekatan Penyusunan Renbut SDM Kesehatan Berdasarkan "% memantau, memberikan informasi dan memberikan informasi dan bertanya mengenai usulan renbutnya.

bertanya mengenai usulan Renbutnvya.

fasilitas keschatan tersebut masih kekurangan tenaga, maka akan | Permenkes 33 Tahun 2015(6

dilakukan usulan untuk memenuhi jabatan yang kosong, sedangkan Menetapkan ins1 Ziaisdl - Menghitung Renbut SDMK

apabila ada kelebihan tenaga maka akan dilakukan redistribusi ke ‘;f};ﬂﬁ:;‘j;‘;‘;“‘“ : I,f;f:ﬁﬁiﬁigfj i_. —_—
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